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MOTTO::

o “Ketika kamu telah menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu
harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya.
Jangan pernah takut akan hasilnya, karena proses dan tanggung jawab akan

membentuk pribadi kita menjadi lebih siap untuk menghadapi masa depan.

e "Jatuh berdiri lagi, Gagal mencoba lagi, Sampai Tuhan berkata Waktunya

Pulang.”
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ABSTRAK

Skripsi berjudul Upaya Kepolisian Resort Lubuklinggau dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Pencabulan. Rumusan Masalah yang diangkat oleh penulis yaitu
upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Lubuklinggau dalam menanggulangi
tindak pidana pencabulan terhadap anak dan faktor yang mempengaruhi Kepolisian
Resort Lubuklinggau dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak
pidana pencabulan terhadap anak. Metode penclitian yang digunakan penulis yaitu
pendekatan empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan
undang-undang (statute approach) dan pendekatan sosiolegal (socio-legal
approach). Jenis dan Sumber Data yaitu Data Primer dan Sckunder dengan bahan
hukum sekunder dan tersier. Teknik Penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari
hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terjadinya pencabulan terhadap anak
dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan, traumatis pelaku sewaktu kecil,
kelainan seksual, perkembangan teknologi dan otoritas atas korban. Upaya
penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan Polres
Lubuklinggau, yaitu upaya preventif dengan melakukan sosialisasi dibeberapa
sekolah, melakukan giat patroli dan mengaktitkan kembali siskamling dan upaya
represif, dengan menindak pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku serta
memberikan pengertian dan pemahaman kepada keluarga korban dan masyarakat
untuk tidak mendiskriminasi korban. Faktor yang mempengaruhi Polres
Lubukiinggau dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, yakni
faktor pendukung, komitmen dan dukungan kuat Kapolres dan Kepala Unit PPA
untuk mendorong para personilnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta
peran aktif orang tua maupun masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya
kejahatan dan faktor penghambatnya yakni, personil (SDM) yang masih minim pada
unit PPA, sarana prasarana yang harus dilengkapi, masih minimnya antusiasme
masyarakat pada saat sosialisasi dan kurangnya pengawasan yang dilakukan orang
tua terhadap pergaulan anak.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Pencabulan Anak
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi hukum sebagai suatu norma sosial yang hidup dan berkembang
untuk mengatur kehidupan masyarakat sangatlah penting adanya. Hukum
merupakan suatu landasan atau pedoman dalam menjalankan tatanan
bertingkah laku, ditujukan untuk melindungi kehidupan masyarakat. Pada
prinsipnya, hukum bisa diterima di tengah-tengah masyarakat apabila
dijalankan tanpa adanya unsur paksaan. Oleh sebab itulah hukum hendaknya
menjadi media revolusi yang bersifat progresif dan bukan bersifat regresif.
Dengan begitu hukum bisa dijadikan sebagai pendorong dan pelopor untuk
memperbaiki tatanan aktivitas publik sehingga dapat memberikan manfaat bagi

seluruh golongan.?

Tindak Pidana Pencabulan dikategorikan kedalam perbuatan kesusilaan
yang belakangan ini cukup menjadi sorotan publik. Hal ini karena Tindak
Pidana Pencabulan merupakan suatu perbuatan menyimpang yang dilakukan
untuk memuaskan hawa nafsu.? Dari sinilah kemudian, perbuatan ini dapat

terjadi di mana pun dan oleh siapa pun. Pada hakikatnya, Tindak Pidana

! Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005),
him.7-8.

2P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma
Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan (Bandung: Sinar Grafika, 2011), him.17.



Pencabulan ini juga bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral
serta menjadi sebuah pertanda bahaya bagi keberlangsungan hidup. Sehingga
hal ini tentulah menjadi perhatian kita bersama karena tindak pidana
pencabulan bukan hanya terjadi karena napsu semata, namun juga adanya
kesempatan untuk melakukan kejahatan. Oleh sebab itulah, tingkat
kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kejahatan semacam ini tidak bisa di

perkirakan kapan dan di mana akan terjadi.

Bab XIV Buku ke Il Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada
Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP secara jelas mengatur mengenai
Kejahatan Kesusilaan. Hal ini diperkuat pula dengan Undang-Undang di luar
KUHP, pada Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
yang mengatur mengenai kekerasan seksual khususnya Pencabulan terhadap
anak yang berbunyi 3
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman
Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul”.

Mengingat perbuatan pidana semacam ini rentan terjadi dan sulit untuk
diprediksi mengenai pelaku dan korbannya menjadikan sebuah peringatan bagi
semua pihak untuk lebih berhati-hati khususnya meningkatkan kewaspadaan

dan keamanan kepada Anak-Anak agar tidak menjadi korban dalam Tindak

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35, tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab XIA, Pasal 76E, Tahun 2014.



Pidana ini. Anak yang merupakan karunia dari Sang Pencipta, sudah
selayaknya lah wajib untuk dijaga dan dilindungi.

Perbincangan mengenai perlindungan anak akan terus terjadi sampai
kapan pun, mengingat anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus
peradaban bangsa yang dibentuk sebagai eksekutor dalam penyusunan,
pengembangan dan pemegang kendali dari sebuah cita-cita luhur untuk
mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik khususnya di Indonesia.* Ada
berbagai macam pengertian tentang anak, baik itu Pandangan dari Para Ahli
atau dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah setiap pengertian
yang ada dilandasi dari berbagai macam perspektif dan tujuan dari para ahli
maupun masing-masing undang-undang, sehingga membuat beberapa

pengertian yang ada tidak memiliki kesamaan.

Eskalasi kekerasan terhadap Anak dan Perempuan setiap harinya
menunjukan kenaikan yang sangat memprihatinkan. Hal ini karena orang
dewasa sering melakukan kekerasan kepada Anak dan Perempuan dan yang
menjadi target utamanya ialah anak-anak. Penyebabnya ialah anak yang mudah
untuk di perdaya lewat rayuan dan tidak memiliki kekuatan melawan ataupun
memberontak. Sehingga berbagai macam bentuk kekejian yang berbentuk

fisik, psikologis maupun seksual dialami oleh anak-anak. Jika melihat realita

4 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011), him. 1.



yang terjadi, hal ini tentu membuat hati terasa sakit dan menjadi sebuah ironi

yang mendalam.

Pencabulan yang dialami oleh anak memiliki dampak besar khususnya
terhadap psikologis maupun perkembangan mereka kedepannya. Dampak
psikologis yang akan dirasakan oleh anak-anak secara tidak langsung akan
memunculkan trauma yang mendalam sehingga menciptakan sikap yang
kurang baik untuk kesehatannya, contohnya rasa takut yang berlebihan,
minder, mentalnya yang mengalami gangguan dan pada akhirnya
menimbulkan keterbelakangan mental. Sehingga hal ini menjadi hal yang tidak
mengenakan bagi korban yang mengalaminya. Ditambah lagi, Tindak Pidana
Pencabulan ini sebagian besar pelakunya merupakan orang terdekat korban

atau bisa jadi orang yang berada di lingkungan sekitar korban.®

Pencabulan sendiri merupakan salah satu perbuatan yang bertolak
belakang dengan norma yang ada di Indonesia, karena pencabulan terjadi
akibat paksaan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak dibawah umur
untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan. Sehingga pencabulan
merupakan salah satu fenomena gunung es dari sederetan kekerasan seksual
yang menakutkan dan tidak di inginkan oleh semua orang. Tindak pidana
pencabulan juga menimbulkan bekas yang mendalam untuk korbannya,

ditambah korban pencabulan tersebut merupakan seorang yang berusia di

5 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2012), him. 69.



bawah umur dan pada hakikatnya anak merupakan aset bagi bangsa yang
memiliki peranan penting sebagai successor. Di Indonesia sendiri, anak
merupakan harapan yang akan meneruskan tongkat estafet kemajuan
peradaban. Hal ini juga telah diketahui oleh warga negara lain yang
menginginkan adanya konvensi untuk menempatkan posisi anak sebagai
makhluk hidup yang harus memperoleh haknya, khususnya hak mendapatkan
perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.®

Disini posisi anak sama dengan manusia lainnya yang masih
membutuhkan orang disekitarnya untuk membantu mengembangkan bakat
serta keterampilannya karena mereka dilahirkan kedunia ini dengan segala
keterbatasan didalamnya yang tidak memungkinkan mereka untuk mencapai
taraf hidup pada umumnya. Anak merupakan makhluk sosial, yang sepatutnya
dikasihi dan disayangi, bukan sebaliknya.

Upaya-upaya untuk melindungi anak dari ancaman telah lama di
wacanakan baik itu di skala Nasional maupun Internasional. Perbincangan
mengenai persoalan anak tidaklah akan pernah putus, karena selain hal itu
menjadi masalah global, tetapi juga dunia di penuhi oleh setiap anak-anak.
Perbincangan mengenai anak ini sebagai wujud pembuktian bahwa cinta kasih

antar makhluk hidup, khususnya manusia memang sangat erat adanya.

6 Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum,
(Jurnal Simbur Cahaya,Nomor 27, Tahun X, Januari 2005), him.24.



Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, menyebutkan bahwa :’

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan ”.

Sedangkan definisi Anak Korban menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan
bahwa :
“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut
Anak Korban adalah anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun

yang menglami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang disebabkan oleh tindak pidana” ®

Disini langkah tegas untuk memberikan suatu perlindungan hukum
terhadap anak seharusnya tak boleh dilakukan setengah-setengah. Hal ini
seharusnya dilakukan secara berkelanjutan sehingga hak anak tetap ada, tidak
hilang dan tidak dirampas oleh siapapun, sehingga pada akhirnya anak-anak
dapat ikut serta berperan untuk melanjutkan roda kehidupan berbangsa dan
bernegara menggantikan generasi tua. Upaya ini sendiri pun sudah ada didalam
Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

berbunyi:®

" Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35, tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I, Pasal 1, Tahun 2014.
8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
Bab I, Pasal 1, Tahun 2012.
% Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35, tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I, Pasal I, Tahun 2014.



“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi”.

Pada dasarnya, anak belum bisa menjaga dirinya sendiri dari berbagai
persoalan dan tindakan yang mengancam dirinya, sehingga peran orang tua
serta sinergisitas dari pemerintah dalam mencegah serta melindungi anak
secara keseluruhan perlu dilakukan. Melindungi anak merupakan suatu
kewajiban agar mereka tidak menjadi salah satu korban tindak pidana
kesusilaan baik yang dilakukan oleh pribadi, grup, organisasi swasta atau
pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang
dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kerugian baik fisik,
mental dan sosialnya karena tindakan aktif ataupun tindakan pasif orang lain
atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak
langsung.'® Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak
dibawah umur telah diatur di dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini dengan tegas mengatur hukuman
bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Dari persoalan
tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang sangat kompleks inilah,

perlu upaya serius dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

Dihimpun dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),data

kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi sepanjang tahun 2018

10 Maidin Gultom., Op.Cit., him.69.



sebanyak 206 korban dan di tahun 2019 naik secara signifikan sebanyak 305

korban.!!

Bagan 1.
Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak
Tahun 2018-2019
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Sumber :Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA) sepanjang Januari-Juni 2019 tercatat 1.500

laporan kekerasan seksual terhadap anak di seluruh Indonesia!? dan selama

" Vidya Pinandhita, “2020 Kekerasan pada anak tak menurun”, diakses dari
https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun pada tanggal 14 september 2020
pukul 23:50

12 Eva Safitri, “Kementerian PPPA Catat 1500 Laporan Kekerasan Seksual pada Anak”,
diakses  dari  https://news.detik.com/berita/d-4694561/kementerian-pppa-catat-1500-laporan-
kekerasan-seksual-pada-anak pada tanggal 14 September 2020 pukul 23:53


https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun
https://news.detik.com/berita/d-4694561/kementerian-pppa-catat-1500-laporan-kekerasan-seksual-pada-anak
https://news.detik.com/berita/d-4694561/kementerian-pppa-catat-1500-laporan-kekerasan-seksual-pada-anak

Januari-Juli 2020 tercatat sebanyak 2.556 laporan kekerasan seksual terhadap

anak.!®

Bagan 2.
Data Laporan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia
Tahun 2019-2020
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Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan sendiri berdasarkan
data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) Satreskrim Polres
Lubuklinggau sepanjang tahun 2019 terjadi 12 kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak dan di tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan

hingga mencapai 22 kasus. Menurut Kapolres Lubuklinggau, khusus kasus

13 Fathiyah Wardah, “Lebih 4.600 Anak Alami Kekerasan Tahun 20207, diakses dari
https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html
pada tanggal 14 September 2020 pukul 23:55


https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html
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pencabulan rata-rata di Lubuklinggau, dalam 1 bulan bisa 5 sampai 6 kasus

terjadi selama masa pandemic covid-19 ini.**

Bagan 3.
Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Lubuklinggau
Tahun 2019-2020
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Sumber : Harian Silampari

Polisi memiliki peranan yang penting sebagai ujung tombak dalam
penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia saat ini, ditambah tanggung
jawab yang diembannya cukup besar perlu adanya sinergisitas antara tugas dan
wewenang yang dimilikinya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 yang isinya:'®

14 Eric, “Tiap Minggu Terjadi Kasus Pencabulan, Orang Tua Diminta Waspada” (Harian
Silampari, 8 Juli, 2020), him. 7.

5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2, tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Bab 1, Pasal 2, Tahun 2002.
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“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara
dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, pelindungan, pengayom dan pelayan kepada
masyarakat”.

Peran dari penyidik salah satunya ialah memberikan efek jera kepada
pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, mengingat kepolisian
merupakan institusi yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan
dari adanya sistem peradilan pidana ini secara keseluruhan. Aparat penegak
hukum diberikan sebuah amanah yang besar dalam mengawal tugas khusus
untuk mengungkap sebuah perkara, disamping melakukan penyuluhan dan
memberikan edukasi terhadap anak-anak dan masyarakat agar tidak masuk ke
dalam jurang gelap tindak pidana pencabulan serta pengetahuan mengenai
Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Anak. Hal ini juga harus
didorong oleh kemauan masyarakat untuk bersinergi bersama dengan pihak
kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari
kejahatan kesusilaan.

Dengan melihat kompleksnya permasalahan dari tindak pidana
pencabulan terhadap anak ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai
upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus pencabulan
terhadap Anak dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN RESORT

LUBUKLINGGAU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA

PENCABULAN TERHADAP ANAK”.
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B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah disebutkan diatas, yang menjadi rumusan
masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort
Lubuklinggau dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap
anak ?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resort Lubuklinggau
dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana

pencabulan terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian
Sebuah penelitian tentulah harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini
berguna agar tujuan dari penelitian ini mampu memecahkan suatu
permasalahan sehingga nantinya dapat memberikan solusi dari permasalahan
itu sendiri dan memberikan suatu manfaat. Berdasarkan rumusan masalah

diatas, tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya Kepolisian Resort
Lubuklinggau dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap
anak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh
Kepolisian Resort Lubuklinggau dalam menanggulangi tindak pidana

pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kota Lubuklinggau.
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D. Manfaat Penelitian
Dari tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka melalui penelitian ini
diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara tersirat maupun tersurat.
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat,

yaitu :

a. Memberikan tambahan informasi dan pemikiran seputar
perkembangan dunia hukum pada umumnya dan hukum pidana pada
khususnya yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap
anak.

b. Memberikan sumbangan ilmiah maupun wawasan umum kepada
para mahasiswa/i hukum mengenai upaya kepolisian dalam
menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.

c. Diharapkan bisa menjadi pedoman dan referensi bagi penelitian
kedepannya khususnya yang berminat untuk melakukan penelitian
lebih mendalam mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian

ini.
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2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

a. Bagi Anak
Diharapkan hak-hak anak dapat dilindungi sesuai dengan aturan
Undang- Undang yang berkaitan.

b. Bagi Penegak Hukum
Diharapkan dapat menjadi masukan ataupun saran untuk memberikan
perhatian khusus kepada anak agar hak-haknya sebagai seorang anak
tidak hilangsebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-
Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan baru mengenai upaya
kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap
anak dibawah umur sehingga nantinya tidak menimbulkan suatu
paradigma hukum di dalam masyarakat dan juga dapat meningkatkan

peran masyarakat dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak.

E. Kerangka Teori

1.

Teori Penanggulangan Kejahatan

Di masa lampau, sanksi yang diterapkan atas kejahatan dilaksanakan
dengan begitu keras, dimana tujuan dari hal itu untuk memberikan
pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan suatu kejahatan.

Namun, dimasa sekarang hal yang dilakukan untuk meminimalisir angka
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kejahatan yang terjadi dimasyarakat ialah dengan melakukan pembinaan
dan pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan, yang tujuannya agar
pelaku sadar dan bertaubat. Barda Nawawi Arief memberikan
pandangannya mengenai teori penanggulangan kejahatan, bahwa kebijakan
atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian
integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya
mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).® Pada akhirnya,
tujuan yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan ini ialah
dapat terciptanya keamanan, kesejahteraan serta mampu melindungi

masyarakat pada umumnya.

Penanggulangan kejahatan merupakan aktivitas untuk mencegah
terjadinya suatu kejahatan dan memperbaiki pelaku yang melakukan
kesalahan dan dihukum dipenjara atau lembaga pemasyarakatan.'” Menurut
G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh
dengan :

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on
crime and punishment/mass media)

16 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010), him. 4.

17 Soedjono Dirdjosiswono, Sejarah dan Asas-asas Penologi Pemasyarakatan, (Bandung:
CV. Amrico, 1984), him. 19-20.
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Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang
dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara
garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni :

1. Jalur Penal
Suatu upaya penanggulangan melalui jalur hukum pidana. Upaya
ini merupakan bentuk dari usaha dalam menanggulangi kejahatan
dan menitikberatkan kepada sifat represif yakni suatu tindakan
yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan
hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah
dilakukan. Selain itu juga dengan upaya penal ini, tindakan yang
dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada
tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal
Suatu upaya yang dilakukan diluar hukum pidana. Upaya ini
menitik beratkan pada sifat preventif, yaitu suatu tindakan
pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Yang menjadi target
utama dalam upaya non-penal ini adalah menangani penyebab
terjadinya kejahatan yang meliputi permasalahan atau kondisi
sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan

atau menumbuh suburkan kejahatan.



17

2. Teori Penegakan Hukum Pidana
Prof. Jimly Asshiddigie memberikan pandangannya mengenai teori
ini, ia menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah rangkaian dari proses
untuk tegak dan berperannya aturan/asas hukum yang konkrit sebagai
petunjuk dalam bertingkah laku dan membuat tatanan hukum yang baik
dimasyarakat. Dilihat dari sisi subjeknya, penegakan hukum bisa terjadi
apabila dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat dimaknai sebagai suatu

usaha dalam penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit.

Kemudian dalam arti luas proses penegakan hukum mengikut
sertakan seluruh aspek subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Baik
dalam proses menjalankan aturan norma atau yang dilakukan atau tidak
dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimasyarakat. Dalam
arti sempit sendiri jika dilihat dari subjeknya, penegakan hukum hanya
diartikan sebagai upaya dari aparat untuk menjamin kepastian bahwa aturan
hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam proses tegaknya
hukum, apabila memang membutuhkan aparat penegak hukum di
perbolehkan untuk menggunakan overmacht (daya paksa).!® Penegakan
hukum pidana adalah satu kesatuan yang dimulai dari penyelidikan,
penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan

pemasyarakatan terpidana.'®

8 Jimly  Asshiddigie, “Makalah  Penegakan = Hukum”,  diakses  dari
https://www.academia.edu/7565422/Penegakan_Hukum, pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 12:06

1% Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,
1990), him 58.
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Penegakan hukum sendiri secara konsepsional menurut pendapat
yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ialah suatu kegiatan untuk
menyelaraskan hubungan dari nilai-nilai yang sudah terjabarkan dalam
kaedah-kaedah yang baik dan diejawantahkan dari sikap tindak sebagai
suatu rangkaian nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh sebab itu rancangan
yang berdasarkan pada filosofis diperlukan penjelasan yang spesifik agar

bisa lebih konkret.2°

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan sebuah upaya untuk menciptakan
sebuah keadaan yang nyaman dan aman, sehingga anak bisa melaksanakan
haknya demi pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.
Perlindungan anak adalah wujud dari adanya keadilan didalam masyarakat
yang kemudian perlindungan anak ini nantinya mampu selaras pada bidang
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu juga ada akibat yang
ditimbulkan dari kegiatan perlindungan terhadap anak, baik berbentuk
tertulis maupun tidak tertulis.?*

Kemudian Perlindungan terhadap anak juga digolongkan kedalam 2
kategori, yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis (perlindungan dari
sisi hukum perdata dan hukum publik) dan perlindungan terhadap anak

yang bersifat non yuridis (perlindungan dari sisi kesehatan, sosial dan

20 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), him. 5.
2 Maidin Gultom., Op.Cit., him.40.
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sosial).?? Didalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
jelas telah disebutkan bahwa :22
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi”.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi oleh penulis dengan
menitikberatkan pada permasalahan yang akan dibahas yakni penelitian dengan
judul “UPAYA KEPOLISIAN RESORT LUBUKLINGGAU DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK.” Hal ini memiliki kekhususan tersendiri sesusi dengan tujuan
penelitian yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang
lain yang berkaitan dengan materi skripsi. Agar pembahasan didalam penelitian
ini tidak meluas maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini hanya
membahas mengenai sejauh mana upaya yang telah dilakukan Kepolisian
Resort Lubuklinggau dalam menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak
dan apakah upaya tersebut telah dirasakan dampaknya oleh Masyarakat Kota

Lubuklinggau.

22 |bid., him.41.
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35, tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I, Pasal 1, Tahun 2014.
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah salah satu sarana pokok dalam mengumpulkan
sejumlah informasi ataupun data dan memastikan kebenaran dari data yang
telah didapatkan. Oleh sebab itulah penelitian dilakukan guna mengungkapkan
kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten.?* Yang menjadi
metode penelitian penulis ialah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Pada jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian hukum empiris
sebagai pendekatan. Dimana pada penelitian empiris ini merupakan
penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Kemudian pada
penelitian empiris ini, diawali dengan meneliti data sekunder yang
selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau
dimasyarakat.?> Penelitian hukum empiris ini akan melakukan suatu
pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai ke
efektifitasannya maka pengertian-pengertian mengenai operasionil dapat
diambil dari peraturan perundang-undangan.?® Pada metode penelitian ini,
penulis menggunakan perundang-undangan maupun bahan hukum yang
tertulis serta mengidentifikasikan dasar hukum atau pengertian pokok,
seperti halnya subjek hukum, objek hukum hak serta kewajiban, serta

peristiwa hukum dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data

24 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him.17.
% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Pers, 1986), him.52.
% |bid., hlm.53.
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primer melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dalam

permasalahan ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah
pendekatan peraturan undang-undang (statute approach) dan pendekatan
sosiolegal (socio-legal approach). Pendekatan perundang-undangan
(statute approach) merupakan sebuah metode pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan
dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti,?’ yakni
penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan pendekatan sosiolegal (socio-legal approach) merupakan
metode pendekatan yang bersifat sosiolegal dan menjadikan hukum sebagai
sebuah gejala sosial. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan
sosiolegal biasanya menitikberatkan pada perilaku individu dan masyarakat

dalam kaitannya hukum.?®

3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dan sumber data yang digunakan merupakan data primer dan

sekunder.

27 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakart: PT. Kencana Pemada Media Group,
2005), him. 136.
2 1bid., him 128.
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a. Data Primer yaitu sebuah data empirik yang didapatkan langsung di
lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan
sumber informasi yaitu Satreskrim Polres Lubuklinggau Unit
Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertugas di Polres

Lubuklinggau dan Masyarakat Kota Lubuklinggau.
b. Data Sekunder yaitu data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki
sifat hukum yang mengikat dan terdiri dari sekumpulan
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
objek penelitian.?® Untuk bahan Primer yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi :

|. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Il. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana
I1l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.
IV. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak

2 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), him.
106.
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Bahan Hukum Sekunder yaitu sebuah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
Yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder ini ialah
sekumpulan publikasi mengenai hukum yang bukan
merupakan dokumen resmi.®® Baik itu Jurnal penelitian,
buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan
dengan objek penelitian.

Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan
mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder
yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar

dan sebagainya.!

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Lubuklinggau dan di Polres

Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 19, Kel.

Dempo, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Prov. Sumatera

Selatan 31613.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari objek atau subjek

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.®? Yang

30 peter Mahmud Marzuki., Op.Cit., him.141.

31 1bid. him. 144

32 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum,(Bandung: C. Mandar Maniju,

2008), him. 57.
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menjadi populasi dalam penelitian ini ialah Polres Lubuklinggau dan
Masyarakat Kota Lubuklinggau.

b. Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang
sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya.®
Sampel yang akan digunakan berdasarkan purposive sampling yaitu
dilandasi pada sebuah pertimbangan atas kemampuan informan atau
responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan
dibahas® sehingga tujuan penulis dalam menjawab permasalahan
dalam skripsi dapat tercapai. Adapun responden terdiri dari:

1) Satreskrim Polres Lubuklinggau Unit PPA (Perlindungan
Perempuan dan Anak) sebagai pihak yang diberi kewenangan
untuk bertanggung jawab dalam prosedur bimbingan di Polres
Lubuklinggau.

2) Masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan
dari upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan terhadap
Anak vyang diterapkan oleh Kepolisian Resort Kota

Lubuklinggau.

6. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Lapangan / Field Research
Pada pelaksanaan penelitian lapangan ini digunakan metode observasi.

Metode observasi sendiri pun dilakukan dengan cara mengumpulkan

3 Gabar Rutoto, Pengantar Metodologi Penelitian, (Kudus: Badan Penerbit FKIP
Universitas Muria Kudus, 2007), him.21.
34 Zainuddin Ali, Op.Cit, him.176.
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data dengan teliti dan mengamati secara langsung objek penelitian.
Kemudian melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian di Polres
Lubuklinggau yang menangani kasus tersebut dan melakukan
wawancara kepada masyarakat yang merasakan dampak dari upaya yang
telah dilakukan kepolisian.
b. Studi Kepustakaan / Library Research

Pengumpulan data pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai
macam data yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang
diteliti, menggunakan beberapa literatur, baik itu karya ilmiah dan buku
yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu pula data didapatkan

dari dokumen penting dan Undang-Undang yang berlaku.

7. Teknik Pengolahan Data
Pada tahap pengolahan data ini, ada 2 cara yang dilakukan, yaitu editing
dan koding. Editing sendiri merupakan suatu kegiatan memeriksa atau
meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data itu dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.®® Sedangkan Koding sendiri
merupakan kegiatan untuk mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan
data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut
criteria yang diperlukan pada jawaban pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan.3®

3 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007), him.121.
% 1bid.
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8. Analisis Data
Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini sendiri menggunakan cara
analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisis data ini merupakan kegiatan untuk
menganalisis data-data yang telah diolah. Sedangkan bentuk analisisnya
tergantung pada jenis datanya.’’ Data yang sudah didapatkan kemudian
dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu bentuk analisis
data yang mulanya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat
dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan muncul suatu
kesimpulan sebagai suatu konsep yang akan menjawab permasalahan

sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.®

9. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang disusun
sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan disini merupakan jawaban
dari rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang
dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.
Penarikan Kesimpulan menggunakan deduktif yaitu suatu metode berpikir
yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya

dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus.*°

37 1bid., hIm.166.

% Lexi Moleong, Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan
seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari suatu dokumen, (Metodologi
Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Karya, 2000) him.164.

39 Beni Ahmad, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), him. 93.

40 Soerjono Soekanto, Op.Cit., him. 67.
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